BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadinya segketa antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah Provinsi DKI Jakarta terkait regulasi reklamasi Teluk Jakarta
karena lahirnya ijin reklamasi membutuhkan proses yang rumit dan
penuh dengan banyaknya peraturan yang ada. Beberapa peraturan
tersebut tumpang tindih dan bertolak belakang. Pihak yang
seharusnya bertanggung jawab dalam urusan reklamasi pun
berpindah-pindah.

2. Cara penyelesaian sengketa antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah mengenai pengaturan regulasi reklamasi Teluk
Jakarta cara penyelesaian sengketanya yaitu dikaitkan dengan
Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang
Lingkungan Hidup. Namun, beberapa permasalahan selain hal-hal
tersebut, maka cara dan alternatif penyelesaian sengketa
kewenangan belum jelas diatur dalam Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan.
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B. Saran

1. Segala produk hukum yang dinuat di Indonesia sebaiknya
berdasarkan dan mengacu pada peraturan sejenis yang telah
berlaku sebelumnya agar tidak terjadi pertentangan antara
peraturan perundang-undangan, sebaiknya segala regulasi yang
dibuat tidak berdasarkan atas kepentingan segolongan pihak saja
tapi tentunya harus bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

2. Untuk segala permasalahan sengketa antar lembaga Negara baik
itu menyangkut urusan pemerintah pusat dan daerah sebaiknya
dibuat aturan lenih lanjut agar memiliki payung hukum yang jelas,
yaitu dengan menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi
untuk menyelesaikan sengketa antar Lembaga Negara
penyelenggara pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.
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